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Abstrak
 

Perjanjian modal penyertaan merupakan salah satu sumber keuangan bagi koperasi dalam menjalankan dan

mengembangkan kegiatan usahanya. Sifat dari modal penyertaan sama halnya seperti equity, dimana

pemodal juga ikut menanggung resiko dalam setiap keuntungan dan kerugian dari modal yang ditanamkan.

Pada praktiknya penulis menemukan adanya perjanjian modal penyertaan dimana resiko bisnis dialihkan

sepenuhnya kepada koperasi. Hal ini terdapat pada Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Cipaganti. Dalam

perjanjian modal penyertaan tersebut Koperasi Cipaganti menanggung seluruh resiko kerugian yang timbul

dari pengelolaan modal dan pemodal memperoleh pembagian keuntungan dalam jumlah tetap setiap

bulannya.

Pada tahun 2014 Koperasi Cipaganti dinyatakan PKPU oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat. Permohonan PKPU tersebut diajukan oleh pemodalnya karena Koperasi Cipaganti gagal

untuk membayar pembagian keuntungan yang disepakati dalam perjanjian modal penyertaan antara

Koperasi Cipaganti dengan Pemohon PKPU.

Dalam tulisan ini penulis akan meneliti keabsahan dari perjanjian modal penyertaan antara Koperasi

Cipaganti dengan para Pemohon PKPU dan akibat hukum terhadap PKPU Koperasi Cipaganti dalam hal

perjanjian Modal Penyertaan tersebut tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Metode penelitian yang

akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu bermula dari penelitian

atas ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto dalam

masyarakat. Penelitian akan dilakukan dalam 2 (dua) tahapan yaitu pertama kajian mengenai hukum

normatif yang berlaku dan kedua penerapan pada peristiwa in concreto.

Berdasarkan hasil penelitian penulis Perjanjian Modal Penyertaan pada Koperasi Cipaganti bertentangan

dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat perjanjian modal penyertaan sebagaimana diatur dalam PP

No. 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Koperasi. Oleh karenanya Perjanjian Modal Penyertaan pada

Koperasi Cipaganti batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat adanya kausa yang halal sebagamana

diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Demikian pula halnya dengan PKPU dan penetapan homologasi

pada Koperasi Cipaganti menjadi tidak berkekuatan hukum karena didasarkan pada utang yang timbul dari

Perjanjian Modal Penyertaan yang batal demi hukum.

<hr><i>Capital subscription agreement is one of the financial resources for cooperations in running and

developing their business activities. The characteristic of capital subscription is similar to equity, where the

investor bears the risk on every profit and loss from the capital invested. In practice, author finds there is a
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capital subscription agreement where the business risk is fully handed over to the cooperation. This matter is

found in Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Cipaganti. In this capital subscription agreement, Cipaganti

Cooperation bears all the risk of loss from the capital management and the investor gains profit on fixed

amount every month.

In 2014, Cipaganti Cooperation declared under the status of Suspension of Payment (PKPU) by the

Commercial Court at District Court of Jakarta Pusat. The petition of PKPU was submitted by its investors

due to Cipaganti Cooperation's failure to pay the profit sharing that has been agreed on the capital

subscription agreement between Cipaganti Cooperation and PKPU's applicant.

In this thesis, author will review the validity of capital subscription agreement between Cipaganti

Cooperation and the PKPU's applicants and the legal consequences toward the PKPU of Cipaganti

cooperation in terms of capital subscription agreement mentioned is invalid and is not lawfully binding. The

research method that will be used in this thesis is empirical normative legal research begins from research on

provision of written applicable law which imposed on the legal event in concreto in the community. The

research will be conducted in two stages: the study of applicable normative law and the application on

events in concerto.

Based on the result of author's research, the capital subscription agreement of Cipaganti Cooperation

contradicts the provisions and requirements of capital subscription agreement as written in Law No. 17 of

2012 on Cooperation and Governing Regulation No. 33 of 1998 concerning the Capital Subscription in

Cooperation. Therefore, the capital subscription agreement of Cipaganti cooperation is null and void for not

meeting the requirement of the legal cause as written in Clause 1320 of Indonesian Civil Code. Similarly

with the PKPU and the ratification of settlement agreement of Cipaganti Cooperation become unbinding

under Indonesian law since it is based on the debt arrised from the capital subscription agreement that is null

and void.</i>


